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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya maka dapat ditarik simpulan bahwa belanja modal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
Karena apabila semakin tinggi belanja modal maka kinerja keuangan
daerah dinilai semakin baik.

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengalokasian belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat
membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diperolehnya
sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan
daerah. Apabila sumber-sumber pendapatan daerah meningkat maka
dapat dikatakan pemerintah telah cukup baik dalam mengelola keuangan
daerah.

52 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah lebih meningkatkan belanja modal untuk daerah-daerah
yang dilihat memiliki potensi sumber daya agar dapat membantu

masyarakat dalam pembangunan sehingganya pelayan kepada
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masyarakat dapat terpenuhi dengan baik sekaligus dapat
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerabh.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-
variabel bebas seperti belanja rutin, belanja pegawai, pendapatan
asli daerah atau lainnya dan untuk alat mengukur kinerja keuangan
daerah dapat menambahkan alatukur lainnya seperti rasio
ketergantungan daerah, rasio derajat desentralisasi, atau rasio

efektifitas PAD.
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